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This study aims to analyze the effect of managerial ownership, executive risk 
preferences, independent commissioners, and foreign ownership on tax avoidance in mining 
companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2015-2019. The sample used is 
139 companies. The sampling method used is purposive sampling method. Data analysis using 
SPSS 24.0 test tool by testing descriptive statistics, classical assumption test, multiple linear 
regression test and hypothesis testing. The results showed that managerial ownership had no 
effect on tax avoidance, executive risk preferences had no effect on tax avoidance, independent 
commissioners had no effect on tax avoidance and foreign ownership had no effect on tax 
avoidance. 
  
Keywords: tax avoidance, managerial ownership, executive risk preference, independent 
board of commissioners, foreign ownership. 
 
PENDAHULUAN 
Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (APBN) yang memiliki arah dan 
tujuan guna meningkatkan pembangunan 
bangsa serta mewujudkan masyarakat yang 
sejahtera, adil dan makmur ditetapkan oleh 
pemerintah setiap tahunnya. Besarnya 
pendapatan yang diperoleh melalui sektor 
perpajakan yang didapatkan dari 
masyarakat, sebanyak 85.6% penerimaan 
didapatkan dari pembayaran pajak ,  
sedangkan sebesar 14,3% didapatkan dari 
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 
dan  serta 0,1%  dari hibah pada tahun 2019 
(www.kemenkeu.go.id).   
Bisnis Mineral dan batu bara atau 
yang lebih dikenal dengan minerba di 
indikasikan berpotensi dapat menghasilkan 
pemasukan pajak yang tinggi, namun 
apabila dilihat dari kasus-kasus yang 
pernah terjadi sebelumnya di Indonesia 
masih terdapat praktik penghindaran pajak 
didalamnya yang dapat membuat negara 
kehilangan potensi pemasukan pajak 
tersebut. Fenomena penghindaran pajak 
secara ilegal (Tax Avoidance) sering terjadi 
pada perusahaan pertambangan di 
Indonesia, Pada penerimaan pajak 
sepanjang tahun 2012 – 2016 menunjukkan 
tren penurunan pajak, yakni dari 5% 
mencapai 2%. Dari Rp. 28 triliun pada 2012 
menjadi hanya Rp. 16 triliun pada 2016. 
Rasio pajak disektor pertambangan 
(minerba) pun menunjukkan penurunan 
sepanjang tahun 2011 – 2016 yakni 12% 
hingga 3,88% (www.cnnindonesia.com, 
2016). 
Kepemilikan manajerial dapat 
diketahui berdasarkan suatu proporsi saham 




dapat terlibat di dalam kebijakan 
perusahaan. Semakin besar proporsi 
kepemilikan manajer disuatu perusahaan, 
menurut maka para manajer akan berusaha 
mengoptimalkan kinerjanya demi 
tercapainya suatu tujuan perusahaan 
(Prasetyo, I. & Pramuka, 2018). Menurut 
penelitian Boussaidi & Hamed (2015) serta 
Ashari & Simorangkir, Masripah (2020) 
telah membuktikan bahwa kepemilikan 
manajerial berpengaruh terhadap tax 
avoidance. Berbeda hal dengan penelitian 
dari Putri, R.A.H. and Chariri, A., (2017) 
dimana pada penelitian ini menjelaskan 
kepemilikan manajerial tidak berpengaruh 
terhadap tax avoidance. 
Top eksekutif ataupun top manajer 
merupakan pemberi petunjuk untuk 
mengoptimalkan setiap usaha yang sesuai 
dengan tujuan perusahaan. Pada penelitian 
Asri dan Suardana (2016) serta Sukartha 
dan Praptidewi (2016) Preferensi risiko 
eksekutif berpengaruh pada arahan 
kebijakan tax avoidance. Sedangkan 
pendapat yang berbeda dikemukakan oleh 
Mayangsari (2015) dimana preferensi 
risiko eksekutif tidak berpengaruh terhadap 
arahan kebijakan tax avoidance.   
Dalam perusahaan orang yang 
bekerja sama dengan direksi tetapi mereka 
tidak bekerja biasanya disebut dengan 
Dewan komisaris independen, anggota 
dewan komisaris lainnya dan para investor 
saham pengendali, dan juga harus bebas 
dari hubungan bisnis ataupun hubungan 
lainnya yang dapat berpengaruhi terhadap 
kemampuannya dalam bertindak secara 
independen atau bertindak semata-mata 
untuk kepentingan perusahaan (Task Force 
Komite Nasional). Menurut penelitian 
Sarra, H. D. (2017) dan Putri, R.A.H. and 
Chariri (2017) dewan komisaris 
independen tidak berpengaruh terhadap tax 
avoidance sedangkan menurut Prasetyo, I. 
& Pramuka (2018) dan Armstrong S. 
Christoper (2015) mengungkapkan bahwa 
dewan komisaris independen memiliki 
pengaruh terhadap tax avoidance. 
Dengan adanya gobalisasi ekonomi 
membawa dampak terhadap meningkatnya 
investasi asing antar negara. Salah satu 
alasan mengapa investor asing dari negara 
yang telah maju melakukan investasi di 
negara berkembang yaitu antara lain untuk 
mengkombinasikan modal yang dimiliki 
dengan tenaga kerja yang murah agar 
mengurangi biaya produksi, agar dapat 
memperbesar keuntungan yang peroleh, 
serta penggunaan bahan baku yang dekat 
dengan sumbernya (Idzni dan Purwanto, 
2017). Menurut penelitian salihu, et al. 
(2015) dan Putri, N. & Mulyani, S.D. 
(2020) Kepemilikan asing berpengaruh 
terhadap tax avoidance sedangkan pada 
penelitian Idzni dan Purwanto (2017) dan 
Hidayat, M. and Mulda, R. (2019) 
memaparkan bahwa kepemilikan asing 
tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. 
Berdasarkan latar belakang di atas, 
maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui pengaruh kepemilikan 
manajerial, preferensi risiko eksekutif, 
dewan komisaris independen, dan 
kepemilikan asing terhadap tax avoidance. 
 
RERANGKA TEORITIS YANG 
DIPAKAI DAN HIPOTESIS 
Teori Sinyal 
Teori keagenan berasumsi bahwa 
terdapat perbedaan prinsip atau keinginan 
pada pihak agensi dan principal yang dapat 
memicu permasalahan yang mana manager 
lebih mementingkan target pribadi 
dibandingkan tujuan perusahaan. Teori ini 
mempunyai latar belakang adanya 
hubungan yang dilakukan antara principal 
dan agen. Masalah keagenan terjadi karena 
terdapat perbedaan informasi serta 
kepentingan pada pemilik dan pengelola 
yang tidak lengkap (Jensen & Meckling, 
1976). Namun, permasalahan keagenan 
bukan hanya atau tampak yang terjadi 
dengan pemilik perusahaan dan manajemen 




ditimbulkan oleh pemilik saham minoritas 
dan pemilik saham mayoritas, maupun 
antara pemilik saham dan pihak kreditor 
ketika perusahaan di likuiditas. 
Tax Avoidance 
Tax avoidance atau penghindaran 
pajak adalah suatu bentuk penghindaran 
pajak yang dapat dilakukan oleh wajib 
pajak secara aman dan legal dan 
menggunakan banyak cara yang tidak 
bertentangan dan tidak melanggar dengan 
ketentuan undang-undang perpajakan 
(Pohan, 2016). Tax Avoidance dibedakan 
menjadi penghindaran pajak yang 
diperbolehkan (acceptabel tax avoidance) 
dan yang tidak diperbolehkan 
(unacceptabel tax avoidance). Perbedaan 
diantara kedua jenis tax avoidance ini 
seperti yang diungkapkan Slamet et al., 
(2014) adalah ada atau tidaknya tujuan 
usaha yang baik, apakah tindakan sesuai 
dengan jiwa undang-undang dan maksud 
dari pemerintah serta apakah melakukan 
transaksi yang direkayasa.  
 
Kepemilikan Manajerial 
Kepemilikan manajerial adalah 
keadaan manajer yang memiliki saham 
perusahaan yang dapat diukur dengan 
jumlah persentase saham yang dimiliki 
perusahaan. Struktur kepemilikan 
manajerial dapat dijelaskan melalui dua 
sudut pandang, yaitu pendekatan keagenan 
dan pendekatan ketidaksembangan. 
Pendekatan keagenan menganggap struktur 
kepemilikan manajerial sebagai suatu 
instrument atau alat yang digunakan untuk 
mengurangi konflik keagenan diantara 
pemegang saham terhadap perusahaan. 
Pendekatan ketidakseimbangan informasi 
memandang mekanisme struktur 
kepemilikan manajerial sebagai sutu cara 
untuk mengurangi ketidakseimbangan 
informasi antara insider dengan outsider 
melalui pengungkapan informasi didalam 
perusahaan (Subagyo, 2018:46). 
 
Preferensi Risiko Eksekutif 
Setiap perusahaan memiliki seorang 
pemimpin yang menduduki posisi teratas 
baik sebagai top eksekutif maupun top 
manajer untuk memberikan arahan dalam 
menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan 
tujuan yang diinginkan oleh perusahaan. 
Pemimpin perusahaan memiliki karakter 
yang berbeda-beda dalam mempengaruhi 
untuk pengambilan sebuah keputusan 
(Sukartha & Praptidewi, 2016). perusahaan 
yang berani untuk mengambil keputusan 
bisnis dan mengambil risiko perusahaan 
yang lebih tinggi, sedangkan pemimpin 
perusahaan yang bertindak risk averse 
adalah tindakan pemimpin perusahaan yang 
cenderung tidak mengambil keputusan 
bisnis dan mengambil risiko perusahaan 
yang tinggi dengan lebih memilih peluang 
resiko yang rendah. 
Dewan Komisaris Independen 
Pada penjelasan Pasal 120 ayat (2) 
UUPT menyebutkan bahwa ”Komisaris 
Independen yang ada di dalam pedoman 
tata kelola perseroan yang baik (code of 
good corporate governance) adalah 
Komisaris dari pihak luar”. Dewan 
komisaris independen merupakan anggota 
komisaris yang tidak terafiliasi dengan 
direksi, anggota dewan komisaris lainnya 
dan pemegang saham pengendali, serta 
bebas dari hubungan bisnis atau hubungan 
lainnya yang dapat mempengaruhi 
kemampuannya untuk bertindak 
independen atau bertindak semata-mata 
demi kepentingan perusahaan (Task Force 
Komite Nasional). Komisaris independen 
dapat diartikan sebagai komisaris yang 
tidak ada hubungan keluarga ataupun 
hubungan bisnis dengan direksi maupun 
pemegang saham, karena tidak adanya 
hubungan tersebut komisaris independen 
diharapkan dapat bertindak objektif dan 
dapat melihat persoalan perseroan 
mensyaratkan adanya komisaris 
independen ini (Munir, 2003 : 115). 
Kepemilikan Asing 
Kepemilikan asing adalah 
kepemilikan saham yang dimiliki oleh 
perorangan atau institusional asing. Dalam 
Pasal 1 ayat 8 UU Nomor 25 Tahun 2007 




modal yang dimiliki oleh negara asing, 
perseorangan warga negara asing, badan 
usaha asing, badan hukum asing, dan/ atau 
badan hukum Indonesia yang sebagian atau 
seluruh modalnya dimiliki oleh pihak 
asing”. Menurut Conklin (1997) apabila 
kepemilikan kurang atau lebih dari 49 
persen ditetapkan, orang asing dapat 
dikalahkan oleh pemegang saham domestik 
dalam menentukan posisi korporasi dan 
membuat keputusan kepentingan ekonomi 
dan politik dalam negeri. Kepemilikan 
tidak terikat secara tepat dengan 
pengendalian didalamnya, kepemilikan 
saham mungkin tidak mencerminkan 
struktur pengambilan keputusan. Subjek 
tata kelola perusahaan menunjukkan 
kompleksitas hubungan kepemilikan dan 
keputusan perusahaan. 
Kepemilikan Manajerial Terhadap Tax 
Avoidance 
Menurut teori agensi struktur 
kepemilikan manajerial dapat dijelaskan 
dengan pendekatan keagenan. Pendekatan 
keagenan menganggap struktur 
kepemilikan manajerial sebagai suatu 
instrumen atau alat yang digunakan untuk 
mengurangi konflik keagenan diantara 
pemegang saham terhadap perusahaan. 
Dikarena pihak manajemen memiliki 
peran ganda, yaitu sebagai prinsipal dan 
agen dapat menyelaraskan tujuan antara 
agen dan principal di dalam perusahaan. 
Jadi, semakin tinggi kepemilikan 
manajerial yang dimiliki oleh perusahaan, 
maka peran manajemen dalam mengambil 
kebijakan melakukan tax avoidance 
semakin kecil.  
Pada penelitian terdahulu 
mengungkapkan adanya hubungan antara 
kepemilikan manajerial dengan tax 
avoidance. Menurut penelitian Boussaidi 
& Hamed (2015) serta Ashari & 
Simorangkir, Masripah (2020) telah 
membuktikan bahwa kepemilikan 
manajerial berpengaruh terhadap tax 
avoidance. Selain itu penelitian Prasetyo, 
I. & Pramuka (2018) juga memaparkan 
bahwa kepemilikan manajerial 
berpengaruh terhadap tax avoidance, 
berbeda hal dengan penelitian dari Putri, 
R.A.H. and Chariri, A., (2017) dimana 
pada penelitian ini menjelaskan 
kepemilikan manajerial tidak 
berpengaruh terhadap tax avoidance. 
H1: Kepemilikan Manajerial 
Berpengaruh Terhadap Tax Avoidance 
 
Preferensi Risiko Eksekutif Terhadap 
Tax Avoidance  
Pemimpin perusahaan mempunyai 
kekuasaan penuh dan peranan penting 
dalam memegang kendali kinerja 
perusahaan terkait dengan pengambilan 
keputusan yang akan diambil untuk masa 
mendatang bagi perusahaan. Jika 
perusahaan memiliki pimpinan yang 
bertindak risk taker dalam menghadapi 
resiko perusahaan maka pimpinan 
perusahaan cenderung untuk mengambil 
keputusan yang berisiko besar bagi 
perusahaan karena adanya paham bahwa 
semakin tinggi resiko yang diambil maka 
akan semakin tinggi keuntungan yang 
diperoleh. Banyaknya keuntungan yang 
diperoleh ini akan menjadi motovasi bagi 
para eksekutif untuk mendapatkan 
kekayaan yang melimpah, penghasilan 
tinggi, kenaikan jabatan, dan pemberian 
wewenang atau kekuasaan. Apabila 
karakteristik eksekutif tinggi maka akan 
diproyeksikan pemimpin perusahaan 
melalukan risk taker dan dapat 
meningkatkan tindakan penghindaran 
pajak. Jika karakter eksekutif rendah 
maka dapat diproyeksikan pimpinan 
perusahaan melakukan risk averse dan 
bisa diindikasi perusahaan tidak 
melakukan tindakan penghindaran pajak. 
Pada penelitian terdahulu 
mengungkapkan adanya hubungan antara 
Preferensi Risiko Eksekutif dengan tax 
avoidance. Pada penelitian Asri dan 
Suardana (2016) serta Sukartha dan 
Praptidewi (2016) Preferensi risiko 
eksekutif berpengaruh pada arahan 
kebijakan tax avoidance. Sedangkan 
pendapat yang berbeda dikemukakan oleh 




risiko eksekutif tidak berpengaruh terhadap 
arahan kebijakan tax avoidance.   
H2: Preferensi Risiko Eksekutif 
Berpengaruh Terhadap Tax Avoidance 
Dewan Komisaris Independen 
Terhadap Tax Avoidance 
Dewan komisaris independen yang 
ada di perusahaan efektif mengawasi 
kegiatan tax avoidance yang dilakukan oleh 
perusahaan. Bentuk keefektifan peran 
komisaris independen salah satunya adalah 
perusahaan melaksanakan kewajibannya 
perpajakannya secaara utuh sehingga 
mekanisme tatakelola yang dijalankan oleh 
dewan komisaris independen dapat 
menimimalisir kegiatan tax avoidance yang 
dilakukan perusahaan. Menurut penelitian 
Sarra, H. D. (2017) dan Putri, R.A.H. and 
Chariri (2017) dewan komisaris 
independen tidak berpengaruh terhadap tax 
avoidance sedangkan menurut Prasetyo, I. 
& Pramuka (2018) dan Armstrong S. 
Christoper (2015) mengungkapkan bahwa 
dewan komisaris independen memiliki 
pengaruh terhadap tax avoidance. 
H3: Dewan Komisaris Independen 
Berpengaruh Terhadap Tax Avoidance 
 
Kepemilikan Asing Terhadap Tax 
Avoidance  
Kepemilikan asing adalah 
kepemilikan saham yang dimiliki oleh 
perorangan atau institusional asing. 
Hubungan dengan teori agensi yaitu 
ketika satu pihak (prinsipal) 
mempekerjakan pihak lain (agen) untuk 
melaksanakan suatu pekerjaan dengan 
memberikan pihak lain tersebut 
wewenang untuk mengambil keputusan. 
Adanya perbedaan keinginan antara 
prinsipal dan agen dinamakan agency 
problem. Semakin besar proporsi saham 
yang dimiliki pihak asing pada suatu 
perusahaan, maka semakin besar juga 
suara investor untuk ikut adil dalam 
penentuan kebijakan perusahaan. Investor 
menanamkan dananya pada perusahaan 
yang dipilih berharap perusahaan tersebut 
dapat memberikan tingkat pengembalian 
yang sesuai dengan harapan investor. 
Apabila sebuah perusahaan memiliki 
tingkat kepemilikan saham asing yang 
tinggi, penentuan kebijakan perusahaan 
dari pihak asing yang mengarah pada 
meminimalkan beban tanggungan pajak 
juga semakin tinggi. 
Pada penelitian terdahulu 
mengungkapkan adanya hubungan antara 
kepemilikan asing dengan tax avoidance. 
Menurut penelitian salihu, et al. (2015) 
dan Putri, N. & Mulyani, S.D. (2020) 
Kepemilikan asing berpengaruh terhadap 
tax avoidance sedangkan pada penelitian 
Idzni dan Purwanto (2017) dan Hidayat, 
M. and Mulda, R. (2019) memaparkan 
bahwa kepemilikan asing tidak 
berpengaruh terhadap tax avoidance. 















 Preferensi Risiko 
Eksekutif (X2) 












Pada penelitian ini populasi yang 
dipergunakan ialah perusahaan 
pertambangan yang telah terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia periode 2015-2019. Metode 
pengambilan sampel yang ditpergunakan 
pada peneliti untuk penelitian ini ialah 
metode purposive sampling dimana metode 
ini dilakukan peneliti guna dapat 
mengambil sampel dari populasi 
berdasarkan kriteria-kriteria tertentu serta 
batasan yang telah ditentukan peneliti ini, 
berikut merupakan kritetria yang 
ditentukan oleh peneliti, yaitu: 
1. Perusahaan pertambangan yang 
terdaftar dan mempublikasikan data 
keuangannya di BEI periode 2015-2019 
2. Perusahaan pertambangan yang 
terdaftar di BEI periode 2015-2019 dan 
tidak mengalami rugi fiskal dalam 
kegiatan usahanya. 
Data Penelitian 
Data yang dipergunakan pada 
penelitian ini termasuk ke dalam data 
skunder yang berasal dari publikasi suatu 
perusahaan dalam bentuk laporan keuangan 
tahunan. Data laporan tahunan perusahaan 




 Variabel penelitian yang digunakan 
dalam penelitian ini meliputi variabel 
dependan yaitu tax avoidance dan variabel 
independent yaitu kepemilikan manajerial, 
preferensi risiko eksekutif, dewan 
komisaris independen, dan kepemilikan 
asing. 
 
Definisi Operasional Variabel 
Tax Avoidance 
Tax avoidance atau penghindaran 
pajak ialah upaya yang dilakukan untuk 
mengurangi atau menghapuskan beban 
pajak yang dilakukan wajib pajak guna 
terhindar dari konsekuensi pengenaan pajak 
yang tidak diinginkan (Mohammad Zain, 
2005). Selanjutnya Zain (2005) dalam 
Pohan (2009) mendefenisikan 
Penghindaran pajak merupakan proses 
pengendalian tindakan agar terhindar dari 
konsekwensi pengenaan pajak yang tidak 
diinginkan.  
Kepemilikan Manajerial 
 = Ʃ Saham yang dimiliki oleh manajerial pada periode t  
Ʃ Saham yang beredar pada periode t 
 
Perpektif Risiko Eksekutif 
Menurut Low (2006) dalam 
Sukartha (2016) menerangkan bahwa setiap 
individu eksekutif mempunyai dua 
karakter, yaitu pengambil resiko (risk taker) 
atau penghindar resiko (risk averse). 
Pimpinan perusahaan perusahaan yang baik 
akan terlihat dalam mengambil keputusan 
berani mengambil resiko tinggi atau tidak. 
Pimipinan perusahaan yang bertindak risk 
taker merupakan pimpinan perusahaan 
yang berani dalam pengambil keputusan 
bisnis dan pengambil risiko perusahaan 
yang lebih tinggi, sedangkan pemimpin 
perusahaan yang bertindak risk averse ialah 
pemimpin perusahaan yang cenderung 
tidak akan mengambil keputusan bisnis dan 
mengambil risiko perusahaan yang tinggi 












E = EBITDA / Total Aset 
T = Total Sampel 
 
Dewan Komisaris Independen 
Dewan komisaris independen ialah 
anggota komisaris yang tidak mempunyai 
hubungan dengan direksi, anggota dewan 
komisaris lainnya dan pemegang saham 
pengendali, serta tidak memiliki hubungan 
bisnis atau hubungan lainnya yang bisa 
berpengaruh terhadap kemampuannya 
untuk bertindak independen atau bertindak 
semata-mata hanya untuk kepentingan 
perusahaan (Task Force Komite Nasional). 
Komisaris independen bisa juga diartikan 
sebagai komisaris yang tidak mempunyai 
keterikatan keluarga ataupun hubungan 
bisnis dengan direksi maupun pemegang 




tersebut komisaris independen diharapkan 
dapat bertindak objektif dan dapat melihat 
persoalan perseroan mensyaratkan adanya 




𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑛𝑔𝑔𝑜𝑡𝑎 𝐷𝑒𝑤𝑎𝑛 𝐾𝑜𝑚𝑖𝑠𝑎𝑟𝑖𝑠
 X 100% 
 
Alat Analisis 
Jenis analisis yang digunakan pada 
penelitian ini yaitu analisis kuantitatif 
dengan menggunakan metode statistik 
deskriptif. Analisis deskriptif yang berupa 
deskripsi dalam bentuk tabel-tabel, 
deskripsi tentang fenomena sosial dan 
sebagainya. Teknik analisis data yang 
dipergunakan pada penelitian ini 
merupakan analisis kuantitatif dimana 
teknik tersebut menggunakan teknik 
analisis regresi linear berganda dengan 
bantuan program Statistik. Metode analisis 
yang digunakan dalam penelitian ini antara 
lain analisis statistik deskriptif, uji asumsi 
klasik dan uji hipotesis. Persamaan regresi 
yang digunakan adalah sebagai berikut :  
Y = α + β1 X1 + β2 X2 + β3 X3 + β4 X4 + e 
Keterangan: 
Y = Tax Avoidance 
α = Konstanta 
X1 = Kepemilikan Manajerial 
X2 = Preferensi Risiko Eksekutif 
X3 = Dewan Komisaris Independen 
X4 = Kepemilikan Asing 
β1, β2, β3, β4 = Koefisien Regresi 
e = eror term 
 
HASIL PENELITIAN DAN 
PEMBAHASAN 
Analisis Deskriptif 
Analisis statistik deskriptif menjelaskan 
bagaimana masing-masing variabel yang 
telah diujikan secara keseluruhan. Statistik 
deskriptif dapat memberikan gambaran dari 
masing-masing variabel yang diteliti, 
dilihat dari minimum, maksimum, rata-rata 
(mean), dan standart deviasi selama periode 
penelitian. Hasil pengujian analisis 
deskriptif ini menyajikan secara jelas 
mengenai variabel dependen yang 
digunakan dalam penelitian ini yaitu tax 
avoidance dan variabel independennya 
adalah kepemilikan manajerial, preferensi 
risiko eksekutif, dewan komisaris 
independen, dan kepemilikan asing pada 
perusahaan yang telah ditetapkan sebagai 
sampel penelitian yang diuraikan sebagai 
berikut.
Tabel 1 
Analisis Deskriptif Variabel Dependen dan Independen 
  N Minimum Maximum Mean Std.Deviation 
Tax Avoidance 139 0,00007 21,57540 0,57906 1,86750 
Kepemilikan 
Manajerial 
139 .00000 .7743 .0510283 .14390962 
Preferensi Risiko 
Eksekutif 








.00000 .98997 .2146745 .29391516 
Valid N 
(listwise) 
139         
Sumber: data diolah
Berdasarkan Tabel 1 nilai minimum 
variabel tax avoidance secara keseluruhan 
yaitu sebesar 0,00007 yang merupakan nilai 




Duta Tbk, pada tahun 2017 sehingga dapat 
disimpulkan bahwa semakin besar 
perusahaan tersebut melakukan praktik tax 
avoidance. Nilai maksimum variabel tax 
avoidance secara keseluruhan yaitu sebesar 
21,57540 yang merupakan nilai dari 
perusahaan PT. Samindo Resources Tbk, 
pada tahun 2018 sehingga dapat 
disimpulkan bahwa perusahaan PT. 
Samindo Resources Tbk, melakukan 
praktik penghindaran pajak atau tax 
avoidance rendah atau semakin kecil. Nilai 
terendah tax avoidance yang rendah bukan 
berarti penghindaran pajaknya rendah 
tetapi penghindaran pajak yang dilakukan 
perusahaan tersebut justru semakin besar. 
Berdasarkan Tabel 1 nilai minimum 
variabel kepemilikan manajerial secara 
keseluruhan yaitu sebesar 0,00000 yang 
merupakan nilai dari beberapa perusahaan 
pada tahun 2015-2019 sehingga dapat 
disimpulkan bahwa beberapa perusahaan 
tidak memiliki saham manajerial. Nilai 
maksimum variabel kepemilikan 
manajerial secara keseluruhan yaitu sebesar 
0,77743 yang merupakan nilai dari 
perusahaan PT. Ratu Prabu Energi Tbk. 
pada tahun 2017 sehingga dapat 
disimpulkan bahwa kepemilikan manajerial 
pada saham yang di miliki oleh PT. Ratu 
Prabu Energi Tbk. relatif tinggi. 
Berdasarkan Tabel 1 data 
perusahaan yang memiliki top manajer 
yang Risk averse adalah sebanyak 32 
sedangkan untuk top manajer yang Risk 
Taker sebanyak 107. Risk Taker ini 
menunjukkan bahwa perusahaan berani 
dalam mengambil keputusan dengan risiko 
ynag sangat tinggi sehingga keputusan 
tersebut harus benar-benar diperhitungkan 
secara matang dalam perencanaan maupun 
pelaksanaanya, tidak terkecuali beban 
pajak. Total Risk Averse dari tahun 2015-
2019 sebanyak 32 ini menunjukkan bahwa 
perusahaan tidak berani dalam mengambil 
keputusan yang cukup tinggi, atau top 
manajer lebih suka cari aman dari semua 
keputusan yang dibuatnya. Risk Averse 
lebih patuh dalam semua peraturan yang 
mengikat perusahaan dengan sedikit 
memanfaatkan celah-celah peraturan-
peraturan tersebut untuk keuntungan 
perusahaan, berbeda dengan risk taker yang 
mematuhi semua peraturan dan perusahan 
memanfaatkan celah-celah peraturan agar 
dapat meminimalkan beban yang ada 
diperusahaan agar laba tahun berjalan dapat 
lebih meningkat. 
Berdasarkan Tabel 1 nilai minimum 
variabel dewan komisaris independen 
secara keseluruhan yaitu sebesar 0,0000 
yang merupakan nilai dari beberapa 
perusahaan pada periode 2015-2019 
sehingga dapat disimpulkan bahwa 
perusahaan-perusahaan tersebut memiliki 
dewan komisaris independen tetapi tidak 
berperan penting dalam penghindaran pajak 
atau tax avoidance. Nilai maksimum 
variabel dewan komisaris independen 
secara keseluruhan yaitu sebesar 0,20000 
yang merupakan nilai dari perusahaan PT. 
Ratu Prabu Energi Tbk. pada tahun 2016 
sehingga dapat disimpulkan bahwa dewan 
komisaris independen berperan penting 
dalam penghindaran pajak atau tax 
avoidance pada perusahaan tersebut. 
Berdasarkan Tabel 1 nilai minimum 
variabel kepemilikan asing secara 
keseluruhan yaitu sebesar 0,00000 yang 
merupakan nilai dari beberapa perusahaan 
sepanjang tahun 2015-2019 dalam hal ini 
dapat disimpulkan bahwa pada perusahaan-
perusahaan tersebut tidak memiliki investor 
atau pemegang saham dari pihak asing. 
Nilai maksimum variabel kepemilikan 
asing secara keseluruhan yaitu sebesar 
0,98997 yang merupakan nilai dari 
perusahaan PT. Vale Indonesia Tbk. pada 
tahun 2019 sehingga dapat disimpulkan 
bahwa banyak investor asing yang 
menanamkan modalnya pada perusahaan 
tersebut atau banyaknya pemegang saham 
yang bukan berasal dari warga negara 
Indonesia yang memiliki saham pada 
perusahaan tersebut. 
 
Uji Asumsi Klasik 
1. Uji Normalitas 
Tabel 2 




















Test Statistic 0,367 
Asymp, Sig, (2-tailed) ,000c 
Sumber: data diolah 
Tabel 2 menunjukkan hasil dari 
output pengujian normalitas data pada 
kepemilikan manajerial, preferensi risiko 
eksekutif, dewan komisaris independen, 
dan kepemilikan asing terhadap tax 
avoidance. Berdasarkan hasil tersebut dapat 
diketahui bahwa jumlah data observasi 
selama tahun 2015 hingga 2019 sebanyak 
139 data memiliki nilai test statistic atau 
Kolmogorov-Smirnov Z sebesar 0,367 
dengan asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,000 
yang nilainya jauh dibawah 0,05. Hasil ini 
menunjukkan bahwa H0 ditolak dan H1 
diterima yang artinya data residual tidak 
berdistribusi normal. 
2. Uji Multikolinieritas 
Tabel 3 












Kepemilikan Asing 0,990 1,01 
Sumber: diolah 
Tabel 3 menunjukkan bahwa 
masing-masing variabel independen yaitu 
kepemilikan manajerial, preferensi risiko 
eksekutif, dewan komisaris independen, 
dan kepemilikan asing menunjukkan nilai 
VIF pada setiap variabel memiliki nilai 
yang kecil yaitu > 10 dan nilai tolerance ≥ 
0,10. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada 
satupun variabel independen atau variabel 
bebas yang digunakan dalam penelitian ini 
menunjukkan adanya gejala 
multikolonieritas yang artinya tidak 
terjadinya multikolonieritas antar variabel 
independen dalam model regresi. 
3. Uji Autokorelasi 
Tabel 4 
Hasil Uji Autokorelasi  
Unstandardized 
Residual 
Test Valuea -0,27459 
Cases < Test Value 69 
Cases >= Test Value 70 
Total Cases 139 





Sumber: data diolah 
Tabel 4 merupakan hasil output dari 
uji autokorelasi dengan menggunakan uji 
run test. Berdasarkan tabel tersebut dapat 
dilihat bahwa nilai signifikansi lebih besar 
sama dengan 0,05 yaitu sebesar 0,062. Oleh 
karena nilai signifikansi lebih besar sama 
dengan 0,05 maka dapat disimpulkan 
bahwa residual adalah acak dan tidak 
terdapat korelasi. 
4. Uji Heterokedastisitas 
Tabel 5 menunjukkan bahwa 
variabel kepemilikan manajerial memiliki 
nilai signifikan 0,742, variabel preferensi 
risiko eksekutif memiliki nilai ignifikan 
0,344, variabel dewan komisaris 
independen memiliki nilai signifikan 0,678, 
dan untuk variabel kepemilikan asing 
memiliki nilai signifikan 0,015. Hal ini 
menunjukkan bahwa terdapat variabel 
independen yang signifikan secara statistik 
mempengaruhi variabel dependen nilai 
absolute. Variabel yang signifikan pada 
variabel nilai dependen nilai absolute 
terjadi pada variabel kepemilikan asing 
karena memiliki nilai signifikan < 0,05 




homokedastisitas. Variabel kepemilikan 
manajerial, preferensi risiko eksekutif, dan 
dewan komisaris independen tidak 
mempengaruhi variabel dependen nilai 
absolute, hal ini terlihat dari nilai signifikan 
> 0,05 dan dapat disimpulkan bahwa model 
regresi yang mengandung adanya 
heteroskedastisitas terjadi pada variabel 
kepemilikan manajerial, preferensi risiko 




1. Uji F 
Tabel 6 
Hasil Uji F 
ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 5,303 4 1,326 0,373 ,027b 
Residual 475,982 134 3,552     
Total 481,285 138       
a. Dependent Variable: Tax Avoidance 
b. Predictors: (Constant), Kepemilikan Asing, Kepemilikan Manajerial, 
Preferensi Risiko Eksekutif, Dewan Komisaris Independen 
Sumber: diolah 
Berdasarkan Tabel 6 dapat dilihat 
bahwa nilai F hitung sebesar 0,373 dengan 
tingkat signifikan sebesar 0,027 < 0,05, 
sehingga dapat disimpulkan H0 ditolak dan 
H1 diterima yang artinya model regresi fit 
yang mana salah satu variabel independen 
memiliki pengaruh terhadap variabel 
dependen dan dapat digunakan untuk 
mengatahui pengaruh variabel kepemilikan 
manajerial, preferensi risiko eksekutif, 
dewan komisaris independen, dan 
kepemilikan asing secara bersama-sama 
mempengaruhi tax avoidance.  
2. Uji Koefisien Determinasi (R2) 
Tabel 7 







Square Std. Error of the Estimate 
Durbin-
Watson 
1 ,105a 0,171 0,114 18847 2.0334 
a. Predictors: (Constant), Kepemilikan Asing, Kepemilikan Manajerial, 
Preferensi Risiko Eksekutif, Dewan Komisaris Independen 
b. Dependent Variable: Tax Avoidance 
Sumber: diolah 
Tabel 7 menunjukkan bahwa nilai adjusted 
R square sebesar 0,114. Hal ini 
menujukkan bahwa sebesar 0,114 atau 
11,4% yang berarti kepemilikan manajerial, 
preferensi risiko eksekutif, dewan 
komisaris independen, dan kepemilikan 
asing mempengaruhi tax avoidance sebesar 
11,4% sedangkan sisanya 88,6% dijelaskan 
variabel lain diluar variabel bebas yang 
diteliti. Nilai adjusted R square 
menunjukkan sebesar 11,4% yang artinya 
kemampuan dari variabel independen 
dalam menjelaskan variabel dependen 
cenderung rendah karena kurang dari 50%. 
 
3. Uji T 
Tabel 8 menunjukkan hasil uji t 
sebagai berikut. 




Hipotesis pertama dilakukan untuk 
menguji pengaruh kepemilikan 
manajerial terhadap tax avoidance. 
Berdasarkan tabel 4.14 diketahui nilai t 
sebesar -0,252 dengan nilai signifikansi 
sebesar 0,802. Tingkat signifikansi lebih 
besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan 
bahwa kepemilikan manajerial tidak 
berpengaruh terhadap tax avoidance 
sehingga hipotesis ditolak. 
b. Pengujian Hipotesis Kedua 
Hipotesis kedua dilakukan untuk 
menguji pengaruh preferensi risiko 
eksekutif terhadap tax avoidance. 
Berdasarkan tabel 4.14 diketahui nilai t 
sebesar 0,697 dengan nilai signifikansi 
sebesar 0,018. Tingkat signifikansi lebih 
kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan 
bahwa preferensi risiko eksekutif 
terhadap berpengaruh terhadap tax 
avoidance sehingga hipotesis diterima. 
c. Pengujian Hipotesis Ketiga 
Hipotesis ketiga dilakukan untuk 
menguji pengaruh dewan komisaris 
independen terhadap tax avoidance. 
Berdasarkan tabel 4.14 diketahui nilai t 
sebesar 1,026 dengan nilai signifikansi 
sebesar 0,807. Tingkat signifikansi lebih 
besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan 
bahwa dewan komisaris independen 
tidak berpengaruh terhadap tax 
avoidance sehingga hipotesis ditolak. 
d. Pengujian Hipotesis Keempat 
Hipotesis keempat dilakukan untuk 
menguji pengaruh kepemilikan asing 
kepemilikan asing terhadap tax 
avoidance. Berdasarkan tabel 4.14 
diketahui nilai t sebesar -0,038 dengan 
nilai signifikansi sebesar 0,220. Tingkat 
signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka 
dapat disimpulkan bahwa kepemilikan 
asing tidak berpengaruh terhadap tax 
avoidance sehingga hipotesis diterima.
Tabel 8 






T Sig. B 
Std. 
Error Beta 





-0,001 0,006 -0,022 -0,252 0,802 
Preferensi Risiko 
Eksekutif 
0,360 0,517 0,060 0,697 0,018 
Dewan Komisaris 
Independen 
0,938 0,915 0,089 1,026 0,807 
Kepemilikan Asing -0,00003 0,001 -0,003 -0,038 0,220 
Sumber: data diolah
Pembahasan 
Pengaruh Kepemilikan Manajerial 
terhadap Tax Avoidance 
Berdasarkan hasil hipotesis 
kepemilikan manjerial diketahui nilai t 
sebesar -0,252 dengan nilai signifikansi 
sebesar 0,802. Tingkat signifikansi lebih 
besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan 
bahwa kepemilikan manajerial tidak 
berpengaruh  terhadap tax avoidance. 
Berdasarkan analisis deskriptif 
yang dilakukan selama lima tahun 
penelitian bahwa rata-rata kepemilikan 
manajerian dan tax avoidance tidak 
memiliki arah yang sama. Rata-rata 
kepemilikan manajerial mengalami 




kemudian mengalami peningkatan secara 
berturut-turut dalam tiga tahun dan 
mengalami penurunan kembali di akhir 
tahun pengamatan. Berbeda dengan rata-
rata tax avoidance yang mengalami 
fluktuasi selama lima tahun penelitian. 
Misalnya adalah di tahun 2017 rata-rata 
kepemilikan manajerial mengalami 
kenaikan dari rata-rata pada tahun 2016 
yaitu dari angka 0,000297 ke angka 
0,000298. Sedangkan rata-rata tax 
avoidance di tahun 2017 mengalami 
penurunan dari tahun sebelumnya yaitu 
2016 yaitu dari angka 0,370462 ke angka 
0,229045. Hal ini membuktikan bahwa 
tinggi rendahnya kepemilikan manajerial 
tidak mempengaruhi tindakan tax 
avoidance yang dilakukan perusahaan 
pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia. 
Hasil penelitian ini tidak sejalan 
dengan teori agensi. Hal ini berarti 
kepemilikan manajerial yang terdapat pada 
perusahaan secara tidak langsung, tidak 
dapat mempengaruhi ketepatan hasil 
laporan keuangan, dimana laporan 
keuangan tersebut terdapat modal saham 
yang yang dimiliki oleh manajerial 
sehingga kepemilikan manajerial tidak 
dapat berpengaruh terhadap tindakan tax 
avoidance. Hal ini memungkinkan bahwa 
pihak manajerial tidak memiliki hak yang 
cukup besar dalam pengambilan keputusan 
perusahaan, sehingga pihak manajerial 
tidak memiliki kesempatan serta wewenang 
yang besar dalam perusahaan. Hasil dari 
hipotesis ini oleh penelitian sangat bertolak 
belakang dengan penelitian Boussaidi & 
Hamed (2015) serta Ashari & Simorangkir, 
Masripah (2020) menurut mereka bahwa 
kepemilikan manajerial berpengaruh 
terhadap tax avoidance. 
Pengaruh Preferensi Risiko Eksekutif  
terhadap Tax Avoidance 
Hipotesis kedua dilakukan untuk 
menguji pengaruh preferensi risiko 
eksekutif terhadap tax avoidance. 
Berdasarkan hasil pengujian ini di dapatkan 
hasil preferensi risiko eksekutif 
berpengaruh terhadap tax avoidance. Hal 
ini diketahui berdasarkan nilai t yaitu 
sebesar 0,697 dengan nilai signifikansi 
sebesar 0,018. Tingkat signifikansi lebih 
kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan 
bahwa preferensi risiko eksekutif 
berpengaruh terhadap tax avoidance. Hal 
ini berarti preferensi risiko eksekutif pada 
perusahaan pertambangan selama periode 
penelitian akan mempengaruhi secara 
positif kegiatan tax avoidance yang 
dilakukan perusahaan.  
 Hasil penelitian ini mendukung 
penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 
Asri dan Suardana (2016) serta Sukartha 
dan Praptidewi (2016) dimana mereka 
berpendapat bahwa preferensi risiko 
eksekutif berpengaruh pada arahan 
kebijakan tax avoidance tetapi saling 
bertolak belakang dengan hasil penelitian 
Mayangsari (2015) dimana preferensi 
risiko eksekutif tidak berpengaruh terhadap 
arahan kebijakan tax avoidance. 
Hasil tersebut menunjukkan apabila 
eksekutif semakin bersifat risk taker maka 
akan semakin besar tingkat tax avoidance 
yang dilakukan oleh perusahaan. Tingkat 
risiko yang besar menunjukkan bahwa 
pemimpin perusahaan lebih bersifat risk 
taker yang lebih berani untuk mengambil 
risiko. Tipe risk taker ini mempunyai 
tindakan yang cukup berani untuk 
mempunyai hak atau kekuasaan yang lebih 
tinggi, kesejahteraan, posisi, dan 
penghasilan yang lebih besar dan bersedia 
menerima dampak risiko yang lebih tinggi. 
Hasil penelitian ini sejalan dengan 
teori keagenan yang mana pemimpin 
memberikan keputusan untuk menjalankan 
tax avoidance adalah salah satu masalah 
yang timbul dari masalah keagenan. 
Keberanian eksekutif untuk mengambil 
risiko untuk semakin memaksimalkan nilai 
perusahaan dan salah satu cara yang 
ditempuh adalah dengan melakukan tax 
avoidance dalam rangka untuk 
memperkecil pajak sehinggaa laba 
perusahaan yang diperoleh dapat maksimal. 




perusahaan merupakan penghematan pajak 
yang didapat dari tax  avoidance dan tax 
avoidance memiliki manfaat yang besar 
dalam segi ekonomi. Semakin eksekutif 
bersifat risk taker maka semakin berani 
dalam melakukan tax avoidance.   
 
Pengaruh Dewan Komisaris Independen 
terhadap Tax Avoidance 
Hipotesis ketiga ini dilakukan untuk 
menguji pengaruh dewan komisaris 
independen terhadap tax avoidance. 
Berdasarkan hasil pengujian ini di dapatkan 
hasil dewan komisaris independen tidak 
berpengaruh terhadap tax avoidance. Hal 
ini diketahui berdasarkan nilai t sebesar 
1,206 dengan nilai signifikansi sebesar 
0,807. Tingkat signifikansi lebih besar dari 
0,05 maka dapat disimpulkan bahwa dewan 
komisaris independen tidak berpengaruh 
signifikan terhadap tax avoidance. 
penelitian ini mendukung penelitian yang 
dilakukan oleh Sarra, H. D. (2017) dan 
Putri, R.A.H. and Chariri (2017) yaitu 
dewan komisaris independen tidak 
berpengaruh terhadap tax avoidance.  
Berdasarkan analisis deskriptif 
yang telah dialkukan, diketahui  bawha 
rata-rata dewan komisaris independen 
dengan rata-rata tax avoidance tidak 
memiliki arah yang sama meskipun sama-
sama mengalami fluktuasi. Ketika rata-rata 
dewan komisaris independen mengalami 
penurunan dari tahun 2015 ke tahun 2016 
yaitu dari angka 0,416665 ke angka 
0,373808, rata-rata tax avoidace 
mengalami peningkatan di tahun yang sama 
yaitu dari angka 0,340148 ke angka 
0,370462. Ketika rata-rata dewan komisaris 
independent mengalami kenaikan dari 
tahun 2016 ke tahun 2017 yaitu dari angka 
0,373808 ke angka 0,400519, rata-rata tax 
avoidance justru mengalami penurunan 
pada tahun yang sama yaitu dari 0,370462 
ke 0,229045. Hal ini membuktikan bahwa 
kenaikan dan penurunan dewan komisaris 
independent tidak mempengaruhi tindakan 
tax avoidance yang dilakukan oleh 
perusahaan pertambangan yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia. 
Hasil penelitian ini tidak sejalan 
dengan teori agensi. Menurut Dianing 
Ratna Wijayani (2016) dewan komisaris 
independen tidak dapat mengatasi benturan 
kepentingan antar manajerial internal 
seperti penyalahgunaan kebijakan dan 
pelaporan keuangan. Dewan komisaris 
independen yang ada di perusahaan tidak 
memiliki hak yang cukup besar dalam 
pengambilan keputusan perusahaan, 
sehingga pihak tidak memiliki kesempatan 
serta wewenang yang besar dalam 
perusahaan untuk ikut andil dalam kegiatan 
tax avoidance yang dilakukan oleh 
perusahaan. Hasil penelitian ini bertolak 
belakang dengan hasil penelitian yang 
dilakukan Prasetyo, I. & Pramuka (2018) 
dan Armstrong S. Christoper (2015) 
dimana peneliti ini berpendapat bahwa 
dewan komisaris independen memiliki 
pengaruh terhadap tax avoidance. 
 
Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap 
Tax Avoidance 
Hipotesis keempat dilakukan untuk 
menguji pengaruh kepemilikan asing 
terhadap tax avoidance. Berdasarkan hasil 
pengujian diketahui nilai t sebesar -0,038 
dengan nilai signifikansi sebesar 0,220. 
Tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05 
maka dapat disimpulkan bahwa 
kepemilikan asing tidak berpengaruh 
positif terhadap tax avoidance. Hasil ini 
sejalan dengan penelitian Idzni dan 
Purwanto (2017) dan Hidayat, M. and 
Mulda, R. (2019) memaparkan bahwa 
kepemilikan asing tidak berpengaruh 
terhadap tax avoidance. 
Berdasarkan analisis deskriptif 
yang telah dilakukan, diketahui bahwa rata-
rata kepemilikan asing dan tax avoidance 
sangat fluktuatif. Bedanya adalah jarak 
naik-turunnya rata-rata kepemilikan asing 
dapat dikatakan tajam sedangkan jarak naik 
turunnya rata-rata tax avoidance tidak 
tepaut jauh. Hal ini dapat dilihat ketika rata-
rata kepemilikan asing dari tahun 2015 
yang hanya 0,069362 naik menjadi 
0,441895 di tahun 2016 yaitu selisih 0,37. 




tahun 2015 adalah 0,340148 dan naik 
menjadi 0,370462 di tahun 2016 yaitu 
selisih 0,030314 yang mana angka ini 
cukup kecil jika dibandingkan dengan 
peningkatan rata-rata kepemilikan asing. 
Pada akhir tahun pengamatan, rata-rata 
kepemilikan asing mengalami penurunan 
yang cukup drastis yaitu dari yang awalnya 
0,343093 di tahun 2018 menjadi 0,096468 
di tahun 2019 yaitu selisih 0,246625. 
Sedangkan pada tahun yang sama rata-rata 
tax avoidance mengalami kenaikan dari 
0,271356 di tahun 2018 menjadi 0,291353 
di tahun 2019. Hal ini membuktikan bahwa 
naik turunnya kepemilikan asing bukan 
menjadi sebab perusahaan pertambangan 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
melakukan tindakan tax avoidance. 
Hasil ini bertolak belakang dengan 
penelitian salihu, et al. (2015) dan Putri, N. 
& Mulyani, S.D. (2020) Kepemilikan asing 
berpengaruh terhadap tax avoidance. Hasil 
penelitian ini tidak sejalan dengan teori 
agensi. Hal ini mengindikasikan bahwa 
perusahaan dengan kepemilikan saham 
asing yang lebih besar tidak berpengaruh 
pada tax avoidance pada sebuah 
perusahaan atau dapat disimpulkan jika 
kepemilikan saham asing tinggi cenderung 
tidak berpengaruh pada tindakan tax 
avoidance. Kepemilikan asing bukan 
menjadi alasan perusahaan akan 





Kesimpulan yang diperoleh 
berdasarkan pembahasan dan hasil 
penelitian pada bab sebelumnya adalah 
sebagai berikut. 
1. Kepemilikan Manajerial tidak 
berpengaruh terhadap Tax Avoidance. 
Hal ini memungkinkan bahwa pihak 
manajerial tidak memiliki hak yang 
cukup besar dalam pengambilan 
keputusan perusahaan, sehingga pihak 
manajerial tidak memiliki kesempatan 
serta wewenang yang besar dalam 
perusahaan. Hipotesis pertama dalam 
penelitian ini ditolak.  
2. Preferensi Risiko Eksekutif 
berpengaruh terhadap Tax Avoidance. 
Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa 
tingkat risiko yang besar menunjukkan 
bahwa pemimpin perusahaan bersifat 
risk taker yang lebih berani untuk 
mengambil risiko. Semakin eksekutif 
semakin bersifat risk taker maka akan 
semakin besar tingkat tax avoidance 
yang dilakukan oleh perusahaan. 
Hipotesis kedua dalam penelitian ini 
diterima. 
3. Dewan Komisaris Independen tidak 
bepengaruh terhadap Tax Avoidance. 
Dewan komisaris independen yang ada 
di perusahaan tidak memiliki hak yang 
cukup besar dalam pengambilan 
keputusan perusahaan, sehingga pihak 
tidak memiliki kesempatan serta 
wewenang yang besar dalam 
perusahaan untuk ikut andil dalam 
kegiatan tax avoidance yang dilakukan 
oleh perusahaan. Hipotesis ketiga 
dalam penelitian ini ditolak. 
4. Kepemilikan Asing tidak berpengaruh 
terhadap Tax Avoidance. Hal ini 
mengindikasikan bahwa perusahaan 
dengan kepemilikan saham asing yang 
lebih besar tidak berpengaruh pada tax 
avoidance pada sebuah perusahaan atau 
dapat disimpulkan jika kepemilikan 
saham asing tinggi cenderung tidak 
berpengaruh pada tindakan tax 
avoidance. Hipotesis keempat 
penelitian ini ditolak. 
Keterbatasan 
Hasil penelitian ini masih memiliki 
keterbatasan yaitu data yang diolah 
terdistribusi tidak normal, pada saat 
mengoutlier data sebanyak 3 kali data yang 
tersisa kurang dari 50 dan masih 
menunjukan distribusi tidak normal 
sehingga kembali menggunakan data awal 
dan tidak melakukan outlier data.  
Saran 
Berdasarkan hasil kesimpulan 




peneliti untuk peneliti selanjutnya adalah 
sebagai berikut: 
1. Diharapkan untuk melanjutkan 
penelitian ini dengan menambahkan 
populasi perusahaan yang dijadikan 
sampel penelitian tidak hanya 
perusahaan pertambangan saja tetapi 
ditambahkan juga jenis sektor lain yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
2. Diharapkan menambahkan jumlah, 
tahun pengamatan sehingga hasil 
penelitian dapat digeneralisasi. 
3. Bagi peneliti topik sejenis diharapkan 
untuk menggunakan beberapa variabel 
independen yang lebih luas sehingga 
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